BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.347, 2010 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Standar
Nasional Indonesia. Korek Api Gas.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72/M-IND/PER/7/2010
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
KOREK APl GAS SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri
nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi
konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan
persangan usaha yang sehat dan adil, perlu
memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI)
Korek Api Gas secarawgjib;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan
Menteri Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisas
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Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4020);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisas Kementerian

Negara;
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungs
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungs Eselon | Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78
Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il Periode 2009-2014;

Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor 01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisas dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  14/M-
DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang
Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasiona
Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang
Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  30/M-
DAG/PER/7/2007;

Peraturan Menteri  Perdagangan Nomor  20/M-
DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan atau Jasa;

Peraturan Menteri  Perindustrian  Nomor  86/M-
IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasiona Indonesia
Bidang Industri;

15.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang
Kedudukan dan Tugas Pegjabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa

Peralihan Struktur Organisas;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
(SNI) KOREK API GAS SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.347 4

10.

(1)

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-
SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikas Produk kepada produsen yang mampu
memproduksi Korek Api Gas sesuai persyaratan SNI.

Lembaga Sertifikass Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah
lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikas Produk Penggunaan Tanda
SNI.

Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan
pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI.

Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang
selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah
yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di
lokasi produks dan diluar lokasi kegiatan produks yang SNinya telah
diberlakukan secara wajib.

Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga
yang berwenang untuk mengakreditas lembaga dan laboratorium untuk
melakukan kegiatan sertifikas.

Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri.

Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Basis
M anufaktur.

Kepala BPKIM adalah Kepala Badan Pengkajian Iklim dan Mutu Industri,
Kementerian Perindustrian yang melaksanakan pembinaan terhadap
Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Kepala Dinas Provins adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi yang
mel aksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Kepala Dinas Kabupaten/K ota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota
yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Korek Api Gas ( SNI
19-7120-2005) dengan nomor pos tarif sebagai berikut:

a. 9613.10.10.00;
b. 9613.10.90.00;
c. 9613.20.10.00;
d. 9613.20.90.00;
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